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Jaksa Tahan Tersangka Korupsi Alkes
Juga Pelaku Dokumen Kapal

Denpasar (Bali Post) -
, Pascadilakukan pelimpa!an tahap,II dari polda Bali, tersangka
kasus o_engadaan alat kesehatan (alkes) RSUD Badung dan Iua
tersangka pungli p_embuatan dokumen kapal, Selasa (t/gJ kemarin
lan-gsung ditahan. Mereka adalah xsx laai seiaku pengawai Dinas
Keluarga Berencana Pe-mkab Badungdan MyK (42) selaku pemilik
perusahaan PT MMI sebagai tersarlgka alkes. Dui pNs belinisial
JES (43) dan HS (45) j_uga ditahan 4alam perkara dugaan korupsi
pemalsuan dokumen kepabeanan Kapal Dream Bali.

seorang penyidik kejaksaan mem- syahru wirakosada menyatakan ke-
benarkan_adgny_a pel.i-qrqahan terse- empat tersangka saat ini dititipkan
but dari Polda Bali. "Salah satunya sementara (ditahan) selama 20-hari
alkes Badung dan dilakukan penah- di Lapas Kerobokan. permohonan
anan,"ucap,salahseorangjaksayang penangguhan penahanan belum
menerima,'wayan suardi. Kasus ini ada. "sejauh ini semua kooperatif.
bakal ditangani dua kejaksaan, yakni Meskipun ditahan, mereka tidak ada
Kejati dan Kejari. keberatan," jelasnya.

Kasipidsius Keiari_Denpqsar Tri Beberapa jam s-ebelumnya, Subdit

III Direktorat Reskrimsus polda Bali
melakukan pelimpahan tahap II
perkara korupsi pemalsuan dokumen
kep-abeanan kapal Dream Bali dan
perkara pengadaan Alkes RSUD Ka-
bupaten Badung. Dari lima tersangka
dokumen kapal, dua merupa[an
pejabat atau PNS. Tersangka JES ber-
dinas di Kantor Kesyahbindaran dan
Otqritas (KSOP) Pelabuhan Taniuns
.tsenoa dan HS bertugas di KSOp ian_
jungWangi Banyuwangi. Kedua pNS
di bawah Kementerian Perhubunsan
Direktorat Jenderal perhubun[an
Laut ini perannya melancarian
penerbitan surat balik nama kapal.
dari Dream Tahiti berbendera prancis
ge-ntadi Dream Bali berkebangsaan
Indonesia. Mereka menyalahzuriakan

wewenang untuk melakukan pung_
utan liar. Akibatnya. hilangnya hai
ne_gang-dari Pendapatan paja[ Impor
!PJp) Kanal Dream Bali mencapai Rp
1.096.449.000.

_ Sementara tersangka Alkes RSUD
{adung, KSK, selaku PengawaiDinas
Keluarga Berencana pemlab Badune
dan NfYK selaku pemilik perusahaai
PT I\,n{I. Peran KSK me6kuka;;;-
nipu-la-si harga atau merekayasa data
perolehan informasi nilai hirga pada
tiga perusahaan. Setiap item tidak
-sesuai dengan prosedur nilai harga
barang. Sementara MyK perannla
Teminjamkan perusahaannya untuk
dig,unakan sebagai peserti lelang.
!,alam kasus rnr negara dirusikan Rp
6 miliar lebih. (kmb3?)
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Dewan Minta Bupati
Tindaklanjuti Temuan BpK

t ffi a n perda Perta nggu ngj*wa ba sl Fsla ksa r,!&# ilt
APB$ *S5"S $i**fik*n

SEfAK disampaikannya Ranperda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan ApBD Ka_
bupaten Bangli tahun anggaran 2O!6 pada
Senin (10/7) lalu oleh Bupati Bangti, DpRD
Bangli menggelar rapat paripurna terkait la-
poran gabungan komisi-komisi DpRD terha-
dap Ranperda tersebut, Jumat (2a/ 7).

Rapat yang dipimpin langsung oteh Ketua
DPRD Bangli, Ngakan Made Kutha parwatha,
tesebut dihadiri oleh segenap aggota DPRD.
Sefientara dari pihak eksekutif, Bupati Bangli
diwakili oleh Asisten I Setda Bidang pemerin-
tahan dan Kesra Kabupaten Bangli, I Nyoman
Puja, serta sejumlah pimpinan OpD.

Seb€lum menerima dan menyetuju Ranper-
da tentang Pertanggungawaban petaksana-
an APBO Kabupaten Bangli tahun anggaran
2016 untuk disahkan menjacti perda, terda-
pat beberapa buah pemikiran dari DPRD.

Seperti dibacakan oleh I Ketut Suastika,
tahapan terpenting dari disahkannnya Ran-
perda ini adalah pada tahap implementasi-
nya. Sebab implementasi merupakan langkah
yang sangat menentukan apakah keputusan
tersebut mampu mencapai tujuan atau tidak.

"Di sini dibutuhkan komitmen dari seluruh
komponen untuk melaksanakan segala kepu-
tusan yang dibuat dalam bentuk kebijakan, se-
hingga tidak terjadi kesenjangan antara kebijak-
an dengan implementasinya," ucap Suastika.

Dalam laporan gabungan komisi terse-
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SALAMAN - Ketua DpRD Bangli, Ngakan
Made Kutha Parwatha (tengah), bersalama
ndengan Asisten l, I Nyoman puja, pada
rapat paripurna, Jumat (28/7).

but, Suastika juga menyampaikan bebera-
pa saran dan usul dari masing-masing komisi
DPRD Kabupaten Bangli, sepeti tindak lanjut
dari Bupati Bangli terhadap beberapa temuan
yang direkomendasikan oloh BpK paling lam-
bat 60 hari sejak diserahkannya laporan hasil
pemeriksaan BPK Rl kepada pemkab Bapgli.

Selain itu, dengan adanya peningkatan Opi-
ni Wajar Tanpa Pengecualian (WTp) dari BpK
Rl, Dewan berharap terdapat peningkatan ki-
narja dari Aparatur Sipil Negara agar opini wa,
jartanpa pengecualian dapat dicapai secara
berturut-tu rut. (adv / merl
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Terjerat Kasus Korupsi

Staf Pembantu Kaur KeuanganDesa Mengwitani Diadili

Denpasar (Bali Post) -
Sejumlah perangkat desa di Menswi di-

bidik kasus korupsi. Informasi yang-diteri-
ma Jumat (28i7) kemarin, mereka-diduga
korupsi dana APBDes. Bahkan salah satu
terdakwapiya yakni staf pembantu Kaur
Keuangan Desa Mengwitani Ni Kadek
Wirastini (32). sudah diadili di Peneadilan
Tipikor Denpasar, Rabu (2617) lalu.

-_ 
Sebagaimana dakwaan JPU IB Argita

Chandra, dalam perkara ini negara diru-
gi-kan hingga Rp 1.22?.031.888,06. Dalam
sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar,
dalam perkara ini Kadek Wirasti turut
melakukan tindak pidana bersama I Made
Rai Sukadana (Perbekel) dan Ni Wavan
Nestri (berkas terpisah) sebagi Kiur
Keuangan Mengwitani pada 2014 lalu di
BPD Bali Capem Mengwi.

Tahun 2014 APBDes Menswitani
sebesar Rp 6,5 miliar tersebut s-edianva
digunakan untuk kepentingan .t-o-

Dana Desa Mengwitani. sehingga men-emukan -kendalal nantan salf tsl.t#t
mengecek _kas desa di BpD S"ti, i".lr;saldo kas desa. hanya Rp 3J j;;;l '-""'-

Aras_ perrstrwa itu dilakukan penelu-
suran dan ditemukan bahwa p;;";ik;;
{11a 3l9h perbekel d.; b";i;i;;;ffii
BPD Bali tidak sesuai p.o."a"".-Tutii
penarikan formulir kosong namun ditan_
$gtangani perbekel. .,Tid""k-drl";;;"#;
oerapa.yang ditarik," ucap jaksa. -

,t-rarr hasrl_pemeriksaan tata kelola
aomrnrstrasr keuangan dan pelaporan.
qo1a. penerrmaan dan pengeluaran tidakdrlakukan bendahara. namun oleh Wi-rastrnr sebagai Kaur pembantu. Kondisitersebut dinilai telah merugitu" O"""
I\{e.n gwita ni. perbekel j r;; dj;";i;;
m-elakukan pembiara n p^ j 

" 
h*;;;;;;;

oan ceroboh menandatangani formuiir
kosong. Perbuatan teqaad;- b"rtu"ti;-

benlpa operasional desa yang selanjutnya
disebut sebagai penerimaan desa. Dahm
operasional.nya telah digunakan hingga
Rp 5,3 miliar, sehingga diperoleh siia
anggaran Rp L,227 miliar. Dari hasil sisa
anggaran pada kas pembukuan Kantor
Desa Mengwitani per 31 Desember 2014,
malah ditemukan sisa hanya Rp 8,2 juta.
Angka tersebut sangat jauh.- Padahal
seharusnya Rp I,227 miliar. "Dalam
pelaksanaan tugasnya, terdakwa bukan
sebagai pembantu kaur keuangan, lulmun
dipercaya oleh perbekel memegang buku
tabungan kas Desa Mengwitinij' urai
jaksa dari Kejati Bali.

Seda-ngkan Ni Wayan Nestri yang
merupakan Kaur Keuangan justru ber-
tugas melakukan penatausahaan dana
kas tunai yang ada di beran\as. Fatalnya,
kata jaksa sejak Oktober Z|t+ terdakwa
Wirastini tidak pernah masuk kantor un-
tuk mempertanggungiawabkan keuangan

negara, akuntabilitas, profesional da,.proporsional. sehingga *""y"frlfr"
Kerugian keuangan negara.

Tak pelak .lFU ln ergita Chandra
mengatakan bahwa perbua'tan t"rJ"-t*"
relan me-mperkaya diri sendiri densanmengambil dana desa Rp 220.000.60tiqrgunakan untuk proyek di Tabanan.
- 
gln_w? perbuatan terdakwa Wirastini.

Ni Made Nistri dan Made Rai S"d;;;;telah menimbulkan k"."tir"-;;;;;;
{alam hal ini Desa Mengwitr"l ,"U?.",Rp 1.2.22.o81.888.06. ."6;;;i^;;';;_
srr audlt rnvestigasi BpKp perwakilan
Provinsi Bali," ta-ndas iaksa.

D3l^am perkara ini terdakwa diierat
pu..ql.? prig'air, pasal B subsid", ar" o".uig-Ieblh subsider UU Nomor 81 Tahun
1999 s.eb-agaimana yang tel^h di"b;ha;;
ort-ambah dengan UU Nomor 20 Tahun
zUUl.tentang perubahan atas [fU Nomor3l tahun 1999 tentang Tipikor. (kmb37)
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